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2.1 Pengertian Restorative Justice

Restorative justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana
dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk
bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada
keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Beberapa pengertian restorative justice yang dikemukakan para ahli, antara lain:!

a. Menurut Howard Zahr: keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan

menggunakan segale an, selt i erkait dan pelanggaran tertentu

dan untuk mengidentifikasisserta.menjelas ancaman, kebutuhan dan kewajiban

angka menye uLm.cul-Auuu-um tkan hal terse dapat mungkin
ngan tempatnya. v |y s A S
arshall: Peradilan restoratif ac

g dalam si delik ter ama untuk
secar alma e juan mengenai
elik-dan 6“14&54 dimasa

¢

Restorative ju e rkemg anIQI dis yak Negara,

restorative justice’m di; satu darl se}umlah‘pendekatan : dalam kejahatan dan
keadilan yang @ terus“menerus) dipertimbangkangdigsistem p an dan undang-
undang. Sesuai dengan penyebaranyp roses ini di selar nia maka timbul beberapa inovasi

yang memang terbuka untuk restora

ebih memudahkan restorative justice

memandang bahwa:

1) Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.

2) Pelanggaran menciptakan kewajiban.

3) Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam
suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.

4) Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya

(baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk

10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Pasal 1 angka 6.
11 Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, h. 109.
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memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan

maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi.*?

Selama ini penggunaan proses Restorative Justice di Indonesia didasarkan pada diskresi
dan diversi ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses
formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan
sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia.
sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli
Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam
sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan
atau memulihkan keadaan. Dimana pada dasarnya sistem ini telah sesuai dengan tujuan dari

sistem peradilan pidana itW sebagai berikut:
a) Mencegahymasyarakat mer“

an kasus g sehingga masyarakat puas bahwa

da“n}alng bersalah dlb‘la?:ma

eka yang pernah melakukal

angi lagi

dan EiQ.l@LQﬂa 0

2.2 Seja A'- torative ‘ 3ebera egara-
Konsep pendekatar 3 if-m(Qpag?n Qtug%r_ke N pemikiran manusia

yang didasarkan jpada tradisi-tradisi peradilan”dari peradaban, k
bangsa Yunani pangsa i_dalam, menyelesaika asalah t suk penyelesaan
masalah tindak pidana. Istilah Gm ﬁf%faﬁg'ﬁ%ﬁdé an restoratif diperkenalkan untuk
pertama kali oleh Albert Eglash yang

angsa Arab purba,

an istilah restorative justice yang dalam
tulisannya mengulas tentang reparation menyatakan bahwa restorative justice adalah suatu
alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan

rehabilitatif.13

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan restorative justice diawali dari
pelaksanaan program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat
yang disebut dengan victim offender mediation yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara

Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum

2 Achmad Ali,2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence),
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal. 249.

13 Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan
Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 123
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pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan
bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian
banyak pertimbangan hakim. Program ini mengangap pelaku akan mendapatkan keuntungan
dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapat perhatian dan manfaat secara
khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku anak dan
meningkatkan jumlah anak yang bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak
korban. Pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi
korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional.**

Perkembangan konsep restorative justice dalam 20 tahun terakhir mengalami
perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris,
Wales, New Zealand dan b

di Amerika Serikat sebagai sebu

awasan Pasifik. Begitu juga

membentuk perkumpulan dengan
Negara-negar. Kuran uman secara represif tidak dapat
menghindar )at) kelompok

praktik’ yang i - jadi storative

justice ya .

- ) vo) O O

Proses rtzar@d@ @in@ﬁgn nediation 0 pertama kali
dilaksanakan seja .,-ll 0 di Amerika bagian utara d pa s perti Norwegia dan

. .
Finlandia. VO bagian Pennsylvania Amerika Serik jalankan program
QUALTTY' ~ o

tersebut dalamkantor pembelaan terhadapskorban,di bawah tanggung jawab Departemen
Penjara. Program tersebut berjalan®sdengan seb uang lingkup kejahatan kekerasan
termasuk pelaku yang diancam hukuman matr.

Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu 5 (lima) tahun dengan kerangka
pengertian dan pemahaman konsep restorative justice yang memusatkan perhatian pada
penyelenggaraan dialog dimana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan
dengan akibat yang ditimbulkan berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan
informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya. Hal itu memberikan kesempatan
kepada korban untuk mendengan dan memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk

14 1bid., hal. 30
15 Ibid
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menerima tanggung jawab perbuatannya dan mengungkapkan perasaannya tentang kejahatan

dan konsekuensi yang diterimanya.

VOM dimulai sekitar tahun 1960 dan yang mana pada tahun 1970 dilaksanakan pada
tingkatan local. Pada saat dilakukan di tingkat lokal itulah mulai banyak orang direkrut untuk
menjadi mediator. Banyak juga yang ditangani oleh lawyer atau sarjana hukum sukarela dan
belum melakukan pertemuan tatap muka. Tujuan dilaksanakannya VOM adalah memberi
penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi di antaranya membuat sanksi alternative bagi
pelaku atau untuk melakukan pembinaan di tempat khusus bagi pelanggaran yang
benarbenar-benar serius. Bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama

korban dan pelakunya kepada satu mediator yang merngkorrdinasikan dan memfasilitasi

Peserta yang@iterlibat dalam b"rban yang secaraisukarela, pelaku,

pihak yang b ati terhadapskeduaspihak, orangtua dari kedua pihak ‘dan orang yang
dianggap pe f erluka sert\rﬁédrator %hg dﬂﬁlh
oup Confench (FGC) /
Conferencingid 3 tahun 1989 dan

pertar@«@i 'C—Bgara
raka?@n;a'a ﬁ r@:jm pen

akukan masyarakat ini terkena Ie

di Australia, pada ahun, au o paran aspek

proses secara trad Jew Zealand yaitu

bangsa Maori. Proses
dan telah dipa untuk menyelesaikan| permaalahan 4de masya tradisional dan
sejak Tama.” Orang’

group conferencing adalah anggota

q putan wagga wagga

merupakan tradisi yang telah ade g turut serta dalam proses family
pelaku, korban, mediator, keluarga atau
pihak dari korban atau pelaku serta lembaga yang punya perhatian terhadap permasalahan

anak.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan
member semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi
korban ke masyarakat, dan pertanggungjawaban bersama. Sasarannya memberikan
kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan
keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku
serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi.

16 Ibid
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Kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta
memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannnya. Selain itu bagi
keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan
membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan
kepada korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan
masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap

korban.
3. Circles

Pelaksanaan circles pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. Circles sama

ng yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta
dalam proses mediasidi ya membuat penyelesaian

adak pidana den“ban, pelaku, masyarakat dan pihak

lainnya yang berkepentingan , indak pidana.
dicapai_mela ' : délér'ﬁle‘r‘léi(séﬁa(hilgﬁbme

karena

halnya dengan conferenci

terhadap suatu

AN yang ingin

yang terluka
ember kesempatan kepada pe

aian kesepa‘n.

dengan ta

Pesertavda .- Swada k(lr___b@.,__@i@inb
anak, dan ]

ara peldksariaan Girdle, semus
seperti sebuah ling /- 1

i dirinya

] *mperhatikan masalah
: ﬂ'll ara melingkar
enjelaskan tentang semua

ya adalahpelaku memulai de e

se pe ert%gieﬁr}\k‘ﬁelmf)qt?n ntuk berd

4. Restorative Board/Youth Panels: RASTAGI

yang dilakukan

Program ini mulai dilaksanakan di a bagian Vermont pada tahun 1996 dengan
lembaga pendamping Bureau of Justice Assistance setelah melihat respon yang baik dari
warga Negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 yang memaparkan
keikutsertaan masyarakat dalam program reparative tersebut dan sifat perbaikan menjadi

dasarnya.

Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan
melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa, dan pembela secara
bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau
masyarakat.sasarannya adalah peran aktif serta anggota masayarakat serta langsung dalam
proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota
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masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku. Pertemuan yang diadakan
tersebut menginginkan pelaku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan

yang telah dilakukannya.

Masyarakat Indonesia sendiri telah mengenal konsep restorative justice dalam kebiasaan,
hukum adat serta nilai-nilai yang lahir di dalamnya. Sebelum dicanangkan di dalam sebuah
peraturan khusus di Indonesia, Negara yang terkenal dengan Pancasilanya ini juga
sesungguhnya telah memiliki konsep restorative justice jauh sebelum ide ini hadir dan masuk
ke dalam sistem peradilan pidana anak. Pada Sila ke empat Pancasila, menyebutkan bahwa
“kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.”
Artinya bangsa Indonesia sendiri telah mengagungkan prinsip musyawarah sebagai suatu
kebiasaan yang mendarah i
IniI bukti bahwa

arah akan m

permasalahan yang ada di

bangsa ini. justice juga telah berkembang di

olution tanpa
penyelesaian
va konsep dan

arakat adat

dalamnya.

merugikan a habkan Kketidakseimbangan terhadap
pun dapai

satu p

Konteksi Indonesia Bagir Manan m
narnya telailipraktekan

prinsip

tan yang wi

000

Severaltyears ac f esi vas. t estC g ' in western

Indonesia.” Bre

Sumatera tha /u | conducted by a reﬂgio_us' leg c olar the person in
community Sg aving the greates?sbiri'tu—al riches and the per een as having the
greatest of ing. My t@l%éﬁ was to Fecil from the el of this and insist

BERASTAGI

thet many (if not most) citizensshave the resources (given a little help with training) to

facilitate processesof healing. While believe this, | now think it might be a mistake
to seek the persuade Asians to democratize their restorative juctice practice”. (Beberapa
bulan lalu di Indonesia, saya telah menceritakan ritual pendekatan restorative di Sumatera
Barat yang telah diselenggarakan bersama-sama oleh seorang pemimpin religius dan
seorang cendekiawan (orang di dalam masyarakat yang dipandang mempunyai kekayaan
rohani yang terbesar dan orang yang dipandang memiliki pembelajaran yang terbesar).
Kecenderungan saya kemudian melonjak atas elitisme dari hal ini dan tetap menekankan
bahwa banyak orang dari para penduduk atau warga Negara yang mempunyai sumber
daya (dengan diberikan satu bantuan kecil pelatihan) untuk memfasilitasi proses

penyembuhan atau pemulihan. Selagi saya masih mempercayai hal ini, kini saya berpikir

7 Abintoro Prakorso, 2013, Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbhang Grafika, Yogyakarta, hal. 162
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adalah hal yang bisa menjadikan satu kekeliruan jika berupaya membujuk orang-orang
Asia untuk mendemonstrasikan praktik pendekatan restoratif. Artinya bahwa di dalam
kultur bangsa Indonesia sendiri yaitu khususnya hukum adat telah ada praktik pendekatan

restoratif.®

Konsep diversi dan restorative justice sendiri semakin dikenal melalui seminar-seminar
yang menumbuhkan semangat dan keinginan untuk mengkaji kedua konsep ini lebih
mendalam. Tahun 2004 di Jakarta di adakan diskusi di antara aparat penegak hukum yang
terkait dalam sistem peradilan pidana anak untuk membicarakan langkah terbaik dalam upaya
penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana. Diskusi yang dilakukan di antara aparat
penegak hukum bertujuan untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka memberikan

perlindungan terhadap anak. lKeseri | pe indi lakukan oleh Pengadilan negeri

Bandung denga membuat ruangstah -A-Mmr peruang tunggu anak pada tanggal 13

Agustus 2004 ihat keseriusa but apars ak hukum da

pidana di Ba ‘maK UNIC Fmer]egapka@:kqta Bandung sebag ot Project (Proyek
percontoha 1esia.
Progra s ke seluruh

an konsep diversi dan restorative
penjuru dunia da gkat. Titik @wal( uhtuk bah s peradilan anak di
beberapa Nega pela

“m(ww@@@@m
KO aru yaitu restoraue_}ustl 0 ..-uo Ini relevan untuk

—~—

tem peradilan

ative Justlc.elah berke

akan alasan

— -

untuk menerapkan /.,,
transformasi semm an dari sistem peradllan pldana kep ~. ang tepat artinya

aQéanﬁgll—da}l ‘A’p penegak hu yang termasuk

BERASTAGI
|aI|hkan kepada p

pada setiap tingkatan peradila

dalam sistem peradilan pidana dapa dSes restorative justice.?

Di Indonesia sendiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak menerapkan konsep diversi dan restorative justice sebagai
bentuk penyelesaian permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku
dan menjadikan pemidanaan sebagai suatu ultimum remidium atau upaya terakhir yang

digunakan ketika tidak tercapainya penyelesaian yang tepat melalui kedua konsep ini.

18 Rufinus Hotmaulana S, Op.Cit., hal.. 45

19 Hadi Supeno, 2006, Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang, Universitas
Diponegoro, Semarang, , hal. 211

20 1bid., hal. 33
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2.3 Tujuan Restorative Justice

Penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice suatu konflik atau kerusakan yang
timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam
hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh
pihak secara bersama-sama. Lingkaranpenyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui
pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak
pidana. Umbreit menjelaskan bahwa, “restorative justice is a victim centered response to

crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the

community to address the harm caused by the crime”(keadilan restoratif adalah tanggapan
terhadap tindak pidana y inkan korban, pelaku tindak

pidana, keluarga-keluarga mereka“syarakat untuksmengani kerusakan

dan kerugia iakibatkanelehstindakspidan
g ‘ | 4
m hal ini
" enemukan

UNIVERSITAS

Sus akan ada 5 (lima) prinsip dalam restc

1. Re

full partici.on and con

Restorative andur@ |p® pen

X MorsXaYop
penyelesa dmpre in U'j

a ini merasa terganggu keamans

esempatan bagi

masyaraka d

untuk i uduk be niemcalpersoalan tersebu . Unda untuk ikut serta
i ét?\)\fafjfb‘(hdh%@ atas sukarela, walaupun demikian

ak maka akan berjalanlah proses peradilan

ertibnnya oleh pelaku

pada dasarnya tidak me
tentunya pelaku akan diikutkan, @
tradisional;
2. Restorative justice seeks to heat what is broken.

Restorative Justice mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan
kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini
termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulian korban atas tindak pidana yang
menimpanya. Namun pelaku juga membutuhkan penyembuhan, mereka butuh untuk
dibebaskan dari kebersalahan mereka dan ketakutan.

3. Restorative justice seeks full and direct accountability.

2L Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Op. Cit., hal. 130
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Restorative Justice memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku yang
bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukan rasa penyesalannya
dan mengakui kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut
mendatangkan kerugian bagi orang lain;
4. Restorative justice seeks to recinite what has been devided.

Restorative Justice berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat
dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini
dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta
mengingtegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal.

Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depannya yang lebih cerah.

5. Restorative justice seeks to ste munity in order to prevent futher harms.
Restorative Justice me Syarakat untuk mencegah supaya

tindakan Kejahatan tidak t an mendatang

erusakan dalam
kehid asyarakat tetapt ke .' an bisa adi pembelajs pagi masyarakat
ptuk a keao nyané\ sclabeﬁaﬁFn;a{ bagl semua )

Prose elesaia vidana melai)endekatan { g individu
J ' dalamgn@al‘@ mase "

ditempatkan “sebaga harus ..memberi..dukungan: bagi " individd-individu atau
masyarakat xﬁ.t : kem@arQn@nQeles <3 n dialaminya.
Pandangan keadilan at sebenamya—mdlvrdu-mdlwdu ' memainkan peran dan

tanggung jawab alam “pem h@ @rﬂlr secara ko
Negara. BERASTAGI

dituntut unt dalam hal ini

dibebankan pada

Menurut Helen Cowie dan Jenniffe ngidentifikasikan aspek-aspek utaman keadilan

restoratif sebagai berikut :

a. Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan,
tudingan atau pembalasan dendam tetapi tentang keadilan;

b. Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul
tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi
melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung antara korban dan pelaku
kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain;

c. Reintegrasi, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat anak dan
orangtua dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka dapat belajar
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tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku

mereka terhadap orang lain.??

Menurut Russ Immarigeon bahwa dalam proses pemulihan diperlukan hubungan yang
luas antara pelalu, korban dan masyarakat, untuk memahami akibat tindakan mereka yang
mungkin saja akan menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku, sehingga terciptanya suatu
keadaan yang dapat saling memberikan informasi, saling mempelajari, dan untuk secara
bersama-sama mencapai kesepakatan mengenai suatu hukuman dan sanksi.?®> Pemulihan
harus dimaknai sebagai pengembalian hak-hak korban melalui ganti rugi yang dilakukan
pelaku dan pemberian hak kepada pelaku untuk dapat diterima sebagai bagian dalam

masyarakat.

Pengertian yang dib@m-undang Sistem Peradilan
Pidana Anak,#restorative justi“erlkan pemul bukan untuk

memberikan /p lasan yanguselamawinistelahadivanut: dir Indonesia a diterapkan
kepada, tinds afia \yangsdilakukan \breh‘o“ahg 'Hewase

kerugian yea a h tindak pidana merupakan t

adap. seluruh

kan oleh

restorative ikan beban . tanggung j g saja yaitu

pelaku tapi keselt

tersebut. \

2.4 Pendekatan da :/‘ i

elesal kan masalah

Restorative Justice
B

: n ba cadilan restoratif

Van Ness, ¢ ang p oleh MudzakkKir,ymenc
dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitd® <+ A5

1. Kejahatan adalah konflik anta

ang mengakibatkan kerugian pada korban,
masyarakat dan pelaku itu sendiri.

2. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi
diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.

3. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban,
pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara

dengan mengesampingkan yang lainnya.?

22 Hadi Supeno,2006, Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang, Universitas
Diponegoro, Semarang, hal. 203
23 |bid. Hal. 47
24 Johnstone dan Van Ness,2005, The Meaning of Restorative Justice, Makalah untuk Konfrensi Lima
Tahunan PBB ke-11, Bangkok-Thailand, hal. 2-3
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Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum
(rechtzakerheid). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara,
melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu
tindak pidana.Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti
rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak
hukum atau pengadilan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu
memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga
memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan
mendorong rekonsilisasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya

ialah mendorong adanya partisipasi kat lainnya, misalnya anggota keluarga

atau tetangga serta menekan n dalam suatu proses menuju

keadilan.
Di sisi Kk embert uatan unhtuk me asempatan pada
INIVERSIT AT
pelaku rasa penyesalan kepada korba da ila.difasilitasi

bertem am ‘perte dilakukan seeara professior restoratif

eran hukum’irl lex talio

an (r@r@e)@lam

ang [eb@e@lt@ c@le'g

if berugaya untukmenekan

ini sebagal ustice dengan

yapemulihan korban bilamana
gobati luka

an -.u\ g jawab pelaku atas
perilakunya yang yebabkan kerugian oranb lain.?® |

Di sisi bantuan hukum, seca Cink@qllf Fe’;la(lu}t edia atau kalaupun tersedia biaya

pranata hukum tidak murah dan kesadaran akan peram‘para pihak sendiri dalam menentukan

menekankan_pada U

dengan piI

korban. Maka keadila

keputusan masih membutuhkan pengalaman~dan konsistensinya. Implikasi dari keadilan
restoratif ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses
peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemasyarakatan, berkurangnya beban sistem
peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus
hukum.?

Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif menurut Adrinus Meliala adalah sebagai
berikut:

1. Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang

ditimbulkan akibat kesalahannya.

% Siswanto Sunarso,2014, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 157
% |bid., hal. 158.
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2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan
kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.

3. Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalah.

4. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.

5. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau

jahat dengan reaksi sosial yang formal.?’

2.5 Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana adalah arti paling umum untuk istilah strafbaar feit dalam bahasa
Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi strafbaar feit. Menurut Simons
tindak pidana adalah suatu tindakan atsﬁrbuatan xang diancam dengan pidana oleh
undang-undang, bertentangan den

g, be ian hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang
yang mampu bertanggung jawab.?®

atu kelakuan

Vos mefumuskan*bahwa,Statu Strafbaan deit; itu-sebenarmya'e

manusia yang dianca ana oleh peraturan perundang-un jan. skan Undang-

Undang

an st dalam doktrin berbagai
pendapat tentang rny ma.ksud.den ’ fbaar.feit*fersebut.

O-adpa C 6
Pendapat bek a ahlin ena| |0@ Qah /

fbaar TETt”-secaPa—te'cmtls dapat, merumuskan sebagai suatu :

kita telah me

a. Menurut Pc mp

“suatu p goaran NOLH (@@Jﬂllielhqup
ataupun’ dengan tindak disengaja’ telah! dilakuk

t

uku ) dengan sengaja

oleh seorang pelaku, di mana

penjatuhan hukuman terhadapp adalah perlu demi terpeliharanya tertib
hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

b. Van Hamme3! merumuskan “strafbaar feit” itu sebagai suatu * tindakan melanggar
hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh
seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan sengaja oleh undang-undang telah

dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”

27 1bid

28 Erdianto Efendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia — Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung,
Him. 97

2 Adam Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana 1, Rajagrafindo Persada, Jakarta, HIm. 72

%0 Ibid

31 Ibid
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c. Menurut E. Utrecht “Strafbaar feit” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga
ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau
suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan
karena perbuatan atau melalaikan itu).

Sementara Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang
dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut.Perbuatan itu
harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-
citakan oleh masyarakat.*?

Komariah E. Sapardjaja mengatakan, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang

memenuhi perumusan delik, melaw. embuat bersalah melakukan perbuatan
itu.3 Hal yang sama juga dike 0 Adji mengatakan tindak pidana

adalah perbuatan seseorang yang ifat melawan 34

Pengerti k pidana yang'di"muat di dalam Kitab Undang-U ukum Pidana
UNIVERSITAS ]
undang-undang sering diseb strafbaarfeit. Para

ebut tidak memberikan pe engenai

(KUHR)0leh pemb

pembent dan

strafbaarfe a d rhadau_na_&g_d _dan tuju
sering dipergunaka hukl@p@a@ngan

e mee e mms  em——— —

pidana, pe 4, S€ "f‘ O O O O ’

arfeit tersebut

ak pidan

/

perbuatan

e —_—
— - - —

Salah satu t ari hukum pidana adalah sebagai prana ( yang mencakupi
beberapa hal yaitu sebagai bagiz d&%ﬁstﬁ%s}a&yma akala terjadi pelanggaran terhadap
norma-norma Yyang berlaku, meneerminkan nilaidan struktur masyarakat, merupakan

reafirmasi simbolis atas pelanggaran ter hadap ‘hati nurani bersama’, sebagai bentuk
ketidaksetujuan terhadap perilaku ter tentu, dan selalu berupa konsekuensi yang

menderitakan, atau setidaknya tidak menyenangkan.*®

32 Moeljatno,1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pldana, Bina Aksara,

Jakarta, HIm. 22-23.

38 Komariah E. Sapardjaja, 2002, Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi
Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudens, Alumni, Jakarta,

3 Indriyanto Seno Adji,2002, Korupsi dan Hukum Pldana, Kantor pengacara & Konsultan Hukum
“Prof.Oemar Seno Adji & rekan, Jakarta, Him 155

%Rudy Satriyo Mukantardjo,2010, Ketentuan Pidana dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Materi
Disampaikan Pada Acara Ceramah Peningkatan Pengetahuan Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Kementerian Hukum Dan Ham Dirjen Peraturan Perundang-Undangan h. 2
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Sistem Peradilan Pidana menurut Mardjono merupakan sistem pengendalian kejahatan
yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan

terpidana.®® Tujuan dari sistem peradilan pidana tersebut adalah sebagai berikut:

a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.

b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa
keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.

c. Mengusahakan agara mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi

kejahatannya.®’
Bertitik tolak dari tujuan tersebut, Mardjono mengungkapkan 4 (empat) komponen
sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan)
diharapkan dapat bekerja criminal justice system.®

Menurut BardagNawawi Avrief, Si“integrated criminal justice system)

merupakan atuan sistemupenegaka idana.® Sistem P

0 Pidana pada
hakikatnya me k ; eﬁég‘&gﬁ'ﬁu cam’ 151 ana” ataussistermikekuasaan kehakiman
di bida

Selanju \mene an pemidanaan.menjadi 503 JKup dilematis,
terutama dalam_mente : ah &r@&r@_@ﬂkan : pembalasan atas
tindak pid J [ne@al@ t@r@n'g ak dana adalah
pencegahan tingkak ,i anti sosial. Menentukan titik te tua pandangan tersebut

4 . .. ]
rtubq{llj?t?]q:ﬁa baru “dalam em atau tujuan

jika tidak ber e

pemidanaan dalam hukum pida a.§grpj@q@§anr@9m Inyai beberapa tujuan yang bisa
diklasifikasikan berdasarkan teori=teori tentangg*pemidanaan. Teori tentang tujuan
pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakikat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat

dari beberapa pandangan.*
2.6 Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan

vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan.Karena dengan adanya lalu

3% Mardjono Reksodipoetro, 1993, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat pada Kejahatan dan
Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, (Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap
dalam lImu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia), h. 2.

$Ibid Hal. 5

3 1bid Hal. 8

3% Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, Bunga Rampai Hukum Pidana, hal. 7

40 Zainal Abidin, 2005, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP, Position Paper
Advokasi RUU KUHP, Seri 3, h. 10.
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lintas tersebut,memudahkan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya untuk
pemenuhan perekonomiannya.Tanpa adanya lalu lintas,dapat dibayangkan bagaimana
sulitnya kita untuk menuju tempat pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang berhubungan
dengan penggunaan jalan raya.Tidak ada satu pun pekerjaan yang tidak luput dari

penggunaan lalu lintas

Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan
jasa angkutan bagi mobiltas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air,bahkan
dari dan ke luar negeri. Disamping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang,

pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi, namun belum

ara terpadu dan
han lalu

g terjangkau

an di jalan.

i\* erak pindah manusia

berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.*
mobilitas ting ampugme an  sarana sportasi  lain. adari peranan
, Nyaman, (‘t, teratur,
4
dengan atau tang erak arida{bt}\n]oai Jie ;?m I

Lalu lintas memiliki k@?’rmaka perlu dikembangkan
transportasi siditata dalam siétEM trah?)ot
mampu'me
lintas yang 3

Menuru nammad alu I@sl@b@ap,

Pengertian lalu lintas Menurt U’rr‘aeiﬁg'lﬁ}nhé}lﬁ or 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

dan dimanfaatkan,sehingga mamp“/ilayah dan pelosok daratan dengan
a jasa trnasportasi yang seras

oleh mas rakat OO0 0

Ramdlon Naning j gam aikan pengertian tentanglalu |

Lintas dan Angkutan Jalan “Bahwa peraturan hukum yang mengatur kecelakaan lalu lintas di

jalan raya dapat menimbulkan kerugian materi, bahkan ada sampai dengan meninggal dunia
disamping luka berat dan ringan dan/atau cacat seumur hidup. Pengaturan tentang kecelakaan
lalu lintas dapat dilihat dari beberapa peraturan tentang lalu lintas itu sendiri dan beberapa

penerapan yang terdapat didalam kitab Undang—Undang hukum pidana.

Menurut Pasal 1 angka 30 Undang—Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan jalan (LLAJ) bahwa yang dimaksud yaitu :

41 C.S.T. Kansil, 1995, dkk, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya, P.T. Rineka cipta, Jakarta, him. 4
42 Soerjono Soekanto, 2007, Polisi dan Lalu Lintas, Mandar Maju, Bandung,. him.25
43 Ibid. him.42.
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1) Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu
Lintas, Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, pengguna Jalan, serta pengemudi,
pengguna jalan, serta pengelolaannya.

2) Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.

3) Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain
denagan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

4) Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang
kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.

5) Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda

yang berupa Terminal, stasi I, pelabuhan laut , pelabuhan sungai dan
danau, dan/atau Bandar :
6) Prasarana Lalu Lintas dan “uangan Lalu s, Terminal, dan

Perlengke alan ya puti“marka, rambu,” Alat Pember t Lalu Lintas,
UNIVERSITAS
‘pengaman Pengguna Jalan, alat™g : an_pemgemanan
kung.

arana anngi jalan yan

otor. L (L O

daan Bermotor

alar@t@ I@d@m h peralatan

selain-Kendaraan yang-berjalan di ata

9) Kendarag Bermotor adalah sétiap Kendaraan
QUALITY
BERASTAGI
dalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan

7)

danKendaras

8) Ke

mekanik berupa me

kan oleh tenaga

manusia dan/atau hewan.

10) Kendaraan Bermotor Umu
barang dan/atau orang dengan dipungutbayaran.

11)Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah
Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

12)Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada
permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air,
serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan
wawasan nusantara, memperkukuh ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar

bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
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Dasar 1945. Transportasi di jalan sebagai salah satu moda transportasi tidak dapat dipisahkan
dari moda-moda transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis
dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, mempunyai karakteristik yang mampu
menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dan memadukan moda transportasi lainnya,
perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung
wilayah baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak

pembangunan nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan yang ada
pada saat ini tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan
dan teknologi. bahwa untuk meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan

angkutan-jalan sesuai dengan.pe an.- kK i at_dan bangsa Indonesia serta

ilguna dan berdayaguna dipandang.perlu menetapkan ketentuan mengenai

utan jalan dalam™U dang-Lindang Nomor 14Tahun/1992 Tentang Lalu
(1) Penge \ a3 motoryanggllbat.perlst

) ntas, wajib :
a. "Menghentika annyao
b. \ 3, yang mel@ll@b@e@ka

c. Melapo ,-u aan tersebut kepada péjabat polis egare Republlk Indonesia
L
terde

agar lebih berha

lalu lintas da

Lintas dan A alan yangberisiz | e TS

_ : UALITY _
(2) Apabilafpengemudi kendaraan, bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh

karena keadaan memaksa tidaksdapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf a dan b, kepadanya tetap diwajibkan segera melaporkan diri

kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia terdekat.
Pasal 28

Pengemudi kendaraan bermotor bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh
penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga, yang timbul karena kelalaian atau
kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor

Pasal 29

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak berlaku dalam hal :
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a. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan;

b. Disebabkan perilaku korban sendiri atau pihak ketiga

c. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan
pencegahan.

Pasal 30

(1) Setiap pengemudi, pemilik, dan/atau pengusaha angkutan umum bertanggung jawab
terhadap kerusakan jalan dan jembatan atau fasilitas lalu lintas yang merupakan
bagian dari jalan itu yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor yang dioperasikannya.

(2) Ketentuan sebagaimana tidak berlaku dalam hal adanya

keadaan memaksa sebagal asal 29 huruf a.

Pasal 31

t '
inggal, pj)éhde'?nudl’{d;\} {al} pem

(1) Apab ahaangkutan

antuan kepada.ahli waris dari ngobatan

n ——— e -

adap @a@a@sehat uan yang diberikan

i PR ()

lomor 14-Tahun 1992-tentang Lalu Lintas,dan Angkutan Jalan
L

(2 A
kepac

abila terjs

Alasan Undang '4

sudah tidak ses gi de
Lalu Lintas da

5

053‘1‘1 Aeilik‘aeliarvli ga dan kebutuhan

Angkutah Jalah(saat ini sehingga perlt diganti dengan
Undang-Undang yang baru, Undang-Undang Nomg Tahun 2009:

penyelenggaraa

Pasal 234

(1) Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum
bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik
barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.

(2) Setiap Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan
Umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena
kelalaian atau kesalahan Pengemudi

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika:
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a. adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan
Pengemudi

b. disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau

c. disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan

pencegahan.

Pasal 235

(1) Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 229 ayat (1) huruf ¢, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan
Umum wajib mem@an berupa biaya pengobatan

dan/atau biaya pemakama rkan tuntutan perkara pidana.

(2) Jika terjadi cedera terh : n orban_aki elakaan Lalu

Linta 3 , aQs%' fame ba{sal "2?9

dan/atau Perusahaan Angk berikan
berupa b‘ pengoba

b dan _huruf c,

ggugurkan

tuntutan perkar OO0 0
27 penger e W30 00,
Kecelakaan lalu'} menurut UU‘RTquar'l‘No. 22 ta 9 pasal 1 adalah suatu

peristiwa di jal ya tidak diduga dan fidak disengajs patkan aan dengan atau
tanpa pengguna jalan lain yang éﬁ&éhhﬁl&aﬁ%f

benda. Di dalam terjadinya suat

manusia dan/atau kerugian harta
jadi Kecelakaan selalu mengandung unsur
ketidaksengajaan dan tidak disangka-sangka serta akan menimbulkan perasaan terkejut, heran
dan trauma bagi orang yang mengalami kecelakaan tersebut. Apabila kecelakaan terjadi
dengan disengaja dan telah direncanakan sebelumnya, maka hal ini bukan merupakan
kecelakaan lalu lintas, namun digolongkan sebagai suatu tindakan kriminal baik
penganiayaan atau pembunuhan yang berencana.

Menurut H.W. Heinrich Kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan dan tidak
terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cidera atau

kemungkinan cidera.** Menurut D.A. Colling sebagaimana dikutip oleh Marc M. Schneier

4 H.W. Heinrich, Industrial Accident Prevention : A Safety Management Approach, (New York:
McGrawHill, 1980), h. 22.
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sebagai tiap kejadian yang tidak direncanakan dan terkontrol yang dapat disebabkan oleh
manusia, situasi, faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut yang
mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cederaataupun tidak, kesakitan, kematian,
kerusakan Properti ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya.*®

Menurut F.D. Hobbs mengungkapkan kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang
sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya meliputi trauma cidera,
ataupun kecacatan tetapi juga sering kali menyebabkan kematian. Kasus kecelakaan sangat
sulit untuk diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan
banyaknya pergerakan dari kendaraan. Secara teknis kecelakaan lalu lintas didefinisikan

sebagai suatu kejadian yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak disengaja (Random

Multy Factor Event) yang artinya elakaan itu sendiri bukan dikarenakan
kesengajaan dari si pelaku 1tu s . ri sipelaku.

Menurut Pa 1 ayat (24) 9 menentukand sebagai berikut :

“Kecelakaa intas ada uatu peristiwad lan yangytid duga dan tidak
) _ ‘ '\lv“eHl.f\s
disenge s daraan dengan atau tanpa Pengguna engakibatkan

korban jian harta benda Menurut F un 2009

menentuka
1

S dlgo@g@a@

iy {si0T) O

b) / ak aIu'L-mtas sedang O
l. Lalu Lintas berat

‘ i .
2) Kecelakaan Lalu Lintas @gé&%ﬁ@}gﬁn dimaksud pada“ayat (1) huruf a

merupakan kecelakaan™yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau

barang.
3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan
dan/atau barang.
4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka
berat.

4 Marc M. Schneier, CONSTRUCTION ACCIDENT LAW : A Comprehensive Guide to Legal Liability
and Insurance Claims, (Chicago: American Bar Asscociation, 1999), h. 14.
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5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan
oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan
dan/atau lingkungan.

Sedangkan korban kecelakaan lalu lintas adalah manusia yang menjadi korban akibat
terjadinya kecelakaan lalu lintas, berdasarkan tingkah keparahan korban kecelakaan

dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

1) Korban meninggal dunia atau mati
2) Korban luka berat
3) Korban luka ringan

Klasifikasi kecelakaan pada dasarnya dibuat berdasarkan tingkat keparahan korban, dengan
demikian kecelakaan lalu ﬂ@ﬁgai berikut :

1) Klas

asi berat Apab at ke g mati (meskipuhn hanya satu orang)

taukorban Y avqral R ANOE

dang Apabila tidak terdapat korban'y §

0 N dijumpai
atu orang mengalami luka- /
kort ati da Uka berat dan
£,

pabila tida
rban hanya

yang bekal ja.
araan, atau fasilitas

Apébila (tidak_abia_manusia
ateriil-saja_baik_bertipa ker
'

QUALITY
alu Lintas ' &1

berupa ;
lain*8

2.8 Faktor Penyebab Kecelakaa

Menurut Austroad secara umum faktor yang paling berkontribusi dalam kecelakaan lalu
lintas antara lain faktor manusia (Pengemudi dan pejalan kaki), kendaraan, jalan dan
lingkungan jalan. Pignataro juga menyatakan bahwa kecelakaan diakibatkan oleh kombinasi
dari beberapa faktor perilaku buruk dari pengemudi atau pejalan kaki, jalan, kendaraan, cuaca
buruk ataupun pandangan yang buruk.

Alat angkutan karena adanya kebutuhan perpindahan manusia dan atau barang
Kecelakaan timbul jika salah satu unsur pembentuk lalu lintas tidak berperan sebagaimana

mestinya Unsur pembentuk lalu lintas antara lain pemakai jalan, kendaraan, jalan, dan

46 pengertian Dan Klasifikasi Kecelakaan Lalu Lintas. WWW. Google. Com,
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lingkungan Jadi dapat disimpulkan bahwa kecelakaan terjadi akibat dari salah satu faktor atau

kombinasi dua faktor penyebab kecelakaaan atau lebih

Faktor penyebab kecelakaan dapat dikelompokkan menjadi 4 yaitu faktor manusia, faktor

prasarana (jalan), faktor sarana (kendaraan), dan faktor lingkungan atau cuaca.

28.1

2.8.2

2.8.3

Faktor Manusia

Penyebab kecelakaan lalu lintas di Indonesia paling banyak disebabkan oleh
faktor manusia yaitu sebesar 91% (Direktorat Keselamatan Transportasi Darat atau
DKTD (2006) Faktor manusia dapat dikelompokan menjadi dua yaitu kondisi

pengemudi dan usia pengemudi.

a. Kondisi Pengemudi
Lima factor M fisik pengemudi,tingkat

Siplinan dan pem ih rendah, keeakapan pengemudi,

dang yangktrang (dalam mengambil jarak aman antar kendaraan), dan
UNIVERSITAS
patas kecepatan maksimum kenda

aku kecela@n lalu linte )8 h perusia antara

S.d30 ke an dis@l @ @ra 31

Wieutieadons o) o3
kecekatan~dan yang:lebih baik-dibanding
biasa a usla golongan ini t?ngkat_mobilitas di ja ga sangat tinggi.

dimanaspada rentang

; biI, tingkat

pngan, usia lainnya, namun

Jika pelaku kecelakaa o&%ﬁrﬁj@g\%k gus menjadi korban, maka hal ini

sekaligus merupakan golengan usia yang paling produktif.
Faktor Sarana (Kendaraan)

Jenis kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas sebagian besar adalah
sepeda motor dengan persentase pada empat tahun terakhir ratarata sebesar 62,62 %
kemudiandiikuti oleh jenis kendaraan mobil penumpang sebesar 36%, kendaraaan
barang 29,62% dan bus sebesar 10,56%. Tingkat resiko terjadinya kecelakaan akibat
ketidaklayakan kendaraan cukup tinggi, Sehingga diperlukan ketegasan dari aparat
penegakhukum untuk menindak pelanggaran tersebut. Kendaraan dapat menjadi
faktor penyebab kecelakaan apabila tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya
yaitu sebagai akibat kondisi teknisnya yang tidak layak jalan atau pengguna yang
tidak sesuai dengan ketentuan.

Faktor Prasarana (Jalan)
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Faktor yang disebabkan oleh faktor jalan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh perkerasan jalan Kondisi permukaan
perkerasan dalam hal ini berhubungan dengan permasalahan keselamatan dan
kenyamanansangaterat kaitannya dengan aspek kelicinan dan kecepatan. Dengan
dapat menambah tngkat resiko kecelakaan lalu lintas. Kelicinan dapat terjadi
karena berkurangnya koefisen gesekan yang bisa ditimbulkan terutama oleh cuaca
serta kotoran lumpur dan tumpahan minyak.
b. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pemeliharaan jalan.

c. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh peneranganjalan.

lintas.Hal ini

kondisi

000

d. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh rambu rambu lalulintas.

2.8.4 Fakto i kungan “
3 mjs@a@ @a@aga ) 0an toran sekolah,
per /:i' of Iaingebagainya. r—a

NG AN IR e
engemudi  dalam mengatur kecepatar 2pat;" konstan,
erhenti). Fd@r — fakto
]
2) B aln a&'@e)'{fld?uit,eer aan, peg , dansebagainya.
b. Di tempat khusus, m Irmq.;ti‘»dgg_gn'mma padah, rumah sakit, tempat wisata
dan sebagainya. Iklim da aca Indonesia mengalami dua musim yaitu musim

Ota

hujan dan musim kemarau, hal inf"'menjadi perhatian bagi para pengemudi dalam
mengemudikan kendaraannya. Selain itu adanya pergantian waktu dari pagi,
siang, sore dan malam hari memberikan intensitas cahaya yang berbeda-beda, hal
tersebut

c. mempengaruhi kondisi jalan yang terang, gelap atau remang — remang sehingga
mempengaruhi para pengemudi sewaktu mengendarai kendaraannya.

2.9 Pengertian dan Faktor-Faktor Penyebab Kematian

47 Oglesby dan Hick, 1999, Teknik Jalan Raya, hal.12
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Kematian dalam ilmu kedokteran atau medis dipelajari dalam suatu disiplin ilmu yang
disebut dengan ilmu thanatologi. Ilmu thanatologi merupakan cabang dari ilmu kedokteran
forensik yang mempelajari kepentingan peradilan dan penegakan hukum. Thanatologi berasal
dari dua buah kata, yaitu “thanatos” yang berarti mati dan “logos” yang berarti ilmu. Jadi,

thanatologi adalah ilmu yang mempelajari segala macam aspek yang berkaitan dengan mati.*®

Sebelum membahas definisi mati, perlu dipahami bahwa menurut ilmu kedokteran,
manusia memiliki dua dimensi, yaitu sebagai individu dan sebagai kumpulan dari berbagai
macam sel. Oleh karena itu, kematian manusia juga dapat dilihat dari kedua dimensi tersebut,
dengan catatan bahwa kematian sel (celluler death) akibat ketiadaan oksigen baru akan
terjadi setelah kematian manusia sebagai individu (somatic death).*®

Dari keterangan terse@dalam ilmu kedokteran ialah
hilangnya secarapermanen semua“pada setiap wa etelah kelahiran

hidup, yakni le ya fungsi=fungsishidup'sesudahwdilahirkan, tanpa ke gkinan resusitasi
(death is the p dissaperance' of ‘all- evidence of life
taken p

live birth has

of vital function without cap

pan yang d’maksud dal ialah tanda

kehidupan™manusia ofs a kaQ I@a@] secara sen a olehwibunya, yaitu:
jantung b . : erak. Selain

pengertian tersebutgpararah erpéerép‘aLbahwaiEﬁiﬁb did ebagai berfungsinya

aru-pa rudand?% Fan ?twse a0a

ditandai oleh adanya konsumsi oksigen.: 13 4 < 141

Adapun

berbagai organ yang utuh, yang

Dengan definisi tanda-tanda kehidupanstersebut, maka definisi mati atau kematian dapat
diperjelas lagi menjadi berhentinya secara permanen fungsi berbagai organ vital (jantung,
paru-paru dan otak) sebagai satu kesatuan yang utuh yang ditandai oleh berhentinya
konsumsi oksigen. Selain kematian individu dan kematian sel, ada juga istilah kematian yang

perlu dipahami, yaitu mati suri (apparent death).

Adapun pengertian yang sebenarnya dari mati suri adalah suatu keadaan di mana proses
vital turun ke tingkat yang paling minimal untuk mempertahankan kehidupan, sehingga

48 Sofwan Dahlan, 2007, limu Kedokteran Forensik: Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum, Badan
Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. HIm. 47

49 | bid

%0 Arjatmo Tjokronegoro, dkk,2009, Metodologi Penelitian Bidang Kedokteran, Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia, Jakarta. him.11
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tanda-tanda kliniknya tampak seperti sudah mati. Keadaan seperti ini sering ditemukan pada
orang yang mengalami acute heart failure, tenggelam, kedinginan, anestesi yang terlalu

dalam, sengatan listrik atau sambaran petir.>

Jadi, mati suri bukanlah mati yang sebenarnya, karena alatalat vitalnya tidak berhenti
secara permanen, hanya turun pada tingkat yang paling rendah. Sehingga, masih
dimungkinkan untuk hidup kembali. Namun, istilah kematian pada dekade belakangan ini
semakin bertambah, yakni akibat dari semakin canggihnya tekhnologi. Kemajuan dalam
tekhnologi medis telah melahirkan kontroversi mengenai Kriteria apa yang seharusnya
digunakan untuk menentukan seseorang tersebut mati. Karena pada saat ini, dalam dunia
kedokteran modern yang juga dijadikan acuan untuk menentukan kematian adalah matinya

batang otak (brain death). Dari.be fera hatas,dapat disimpulkan, bahwasannya

kematian adalah, keadaan seseorar ng.Keseluruhansalat-alat vitalnya
dan otak) te

jantung, paru-paru

lilang atau be . Sehingga, apabila alat-alat vital

dlad. D

tersebut telah berhenti, ‘'maka seluruh; organ atau;selsdalam tub : ut berhenti dan

mengakiba aorang tidak bisa bekerja sebag : ang akhirnya
mengala M3 A ndang Nomil3 Tahun 2

orbanqmﬁefpang 3

‘0000

ahli mermertlan terﬁang Ke

gan Saksi

dan korban enderitaan fisik,

mental, dan. atau

Menurut pena n adalah:
a. Menuru menyata qwa/b\v‘a ko{b¢ adalah ora . yang baik secara

individu”maupun kolektif: telah- menderjta kerugian, termasuk kerugian fisik atau

mental, emosional, ekono atau  ganguam®subtansional terhadap hak-hak yang
fundamental, melalui perbuatan atau™omisi yang melanggar hukum pidana masing-
masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

b. Menurut Arif Gosita menyatakan bahwa korban adalah mereka yang menderita
jasmaniah dan rohania sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan
kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak
asasi pihak yang dirugikan.>®

51 Dahlan,2009, IImu Kedokteran Forensik, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, him. 48
52 1bid. HIm 15
53 Arif Gosita,2013, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, him.63
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c. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korban adalah orang yang disakiti dan
penderitanya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk
menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.

d. Mulaidi menyatakan bahwa Korban (Victims) adalah orang-orang yang baik secara
individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau
mental, emosiaonal, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-hakyang
fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana masing-
masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.>

2.9.1 Faktor-Faktor Penyebab Kematian

Fkor - okt eyt e
a. Bunuh diki Bunuh diri ata“i diri sendiri

ke-10 lan_di A emprihatin nuh diri jadi

omatian "p’zh:jél‘f(élo:ﬁllﬁokmhﬁr 15:24 % satu strategi

pakan penyebab

dalah orang di _sekitarnya mer u berarti

etika seseorQ mengaku

penggunaz , sertafpérubahan pada m
b. Gangguan ginj a an ginja @n@ ejad
oleh infeksi ?‘. |ngLQb@t ternyata Juga me
penyakit a nyebabkan gangguna ganaI anta
atau hip . QUALITY

BERASTAGI ) .
aifluenza atau flu_merupakan penyakit yang disebabkan

eningkatnya

1g disebabkan

qw\co kematian. Kondisi

it diabetes, lupus,

c. Influenza dan pneumonia

oleh virus. Orang lanjut usia, bayl, dan"ib

hamil, merupakan kelompok yang paling
beresiko mengalami komplikasi penyakit ini. Sementara itu pneumonia atau radang
paru terjadi ketika virus atau bakteri di paru menyebabkan infeksi. Sebenarnya kedua
penyakit ini bisa dicegah dengan vaksinasi.

d. Diabetes Kondisi yang ditandai dengan peningkatkan kadar gula darah di atas normal
ini bisa menyebabkan berbagai komplikasi. Karena itu kendalikan gula darah dengan

menjaga pola makan, aktivitas fisik, serta cek gula darah teratur.

54 Muliadi, 2007, Hak Asasi Manusia, politik dan sistem peradilan pidana, Badan Penerbit Universitas
Diponegoro, Semarang, him. 108.
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e. Penyakit Alzheimer Ini merupakan penyakit yang banyak diderita orang usia lanjut.
Ciri Alzheimer antara lain gangguan memori, bahasa dan berpikir. Orang yang
menderita penyakit ini akan kesulitan melakukan aktivitas sehari-harinya.

f. Stroke terjadi ketika suplai darah ke area otak terhambat atau pembuluh darah pecah,
sehingga sel-sel otak mati. Pria memiliki risiko stroke lebih besar.

g. Kecelakaan atau cedera yang tidak disengaja juga jadi penyebab kematian tersering.
Kecelakaan kendaraan bermotor merenggut nyawa terbanyak.

h. Penyakit pernapasan bawah kronik Penyakit pernapasan bawah adalah kumpulan
penyakit yang memengaruhi jalan napas dan paru. Biasanya penyakit ini dipicu oleh

kebiasaan merokok.

i. Kanker merupakan penyaki j ada pertumbuhan abnormal selsel.
Sampai saat ini meman enyembuhkan penyakit ini, tetapi

kemaj erapi pengobat a harapan hid sien.

j. ungsPenya antung masih jadipenyebab nomer atian, bukan
F UNIVERSITAS |

: pi juga di seluruh dunia. Fakto
: nerokok, hipertensi, diabetes

ja dis kan oleh lﬁlﬁanalu li en)
biasanya o“‘ dengan. unsur-unsur.sistem transp gf" akai jalan,
pengemudi dan‘pejelan.k K da_ranQ o@li@ung 1 ko asi dari dua unsur
atau lebih. Pemakai'J | nurut‘data—stat‘isit-ik-ba‘lk di Indo

penyebab kecel ang palingtinggi adalaf) pengemug
BERASTAGI

ntara lain

Kematia pab kecelakaan

maupun diluar negeri,

55 Lifestyle,Penyebab Utama Kematian, https:/lifestyle. kompas.com/read/2016/04/27/ 124500723 /10
.Penyebab.Utama. Kematian,



